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INTISARI

Peta pendaftaran yang dihasilkan oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) pada awalnya hanya dipergunakan untuk kepentingan
pendaftaran tanah saja, padahal sebenarnya tidak menutup
kemungkinan dipergunakan oleh instansi lain dalam mendukung
pelaksanaan tugasnya, yaitu sebagai data untuk penetapan nilai pajak
bumi dan bangunan. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) juga
melakukan pengukuran dan pemetaan sendiri untuk memperoleh data
yang berupa peta maupun daftar yang akan memberi informasi
mengenai tanah serta bangunan yang ada diatasnya (obyek pajakdan
subyek pajak), sehingga tidak menutup kemungkinan informasi yang
diperoleh dari kedua belah pihak (BPN dan Ditjen Pajak) akan
berbeda-beda, sedangkan pengukuran dan pemetaan itu sendiri
menyangkut obyek (tanah) pada lokasi yang sama.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penyajian dan analisis data
dilakukan dengan mengolah data dalam bentuk perbandingan data
dalam tabel maupun penjelasan, serta melakukan pendekatan analisis
deskriptif yaitu menganalisa data lebih lanjutsecara statistik. Penelitian
ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman, Kecamatan Mlati, Desa
Sumberadi dengan mengambil 114 sampel bidang tanah secara
systematic sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan
yang signifikan terhadap penetapan nilai pajak bumi dan bangunan
(terutama atas obyek bumi) berdasarkan perhitungan perolehan PBB
dari obyek yang sama, karena luasan yang dipakai untuk menghitung
penetapan PBB adalah luasan yang berasal dari peta pendaftaran.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah merupakan sumberdaya penting untuk mewujudkan

kesejahteraan bagi masyarakat dan kebutuhan pokok hajat hidup

orang banyak serta merupakan media penyelenggaraan berbagai

kegiatan manusia, terlebih lagi dengan meningkatnya kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia dan

bertambahnya jumlah penduduk dewasa ini, maka kebutuhan akan

tanah akan meningkat pula, sedangkan disisi lain tanah luasnya tidak

bertambah. Hal ini akan menimbulkan persaingan dalam pemakaian

tanah yang akan menimbulkan berbagai masalah pertanahan seperti

adanya sengketa kepemilikan, sengketa batas, sertipikat ganda

(tumpang tindih kepemilikan) dan masalah pertanahan lainnya.

Kepentingan yang beraneka ragam dari kebutuhan manusia

itu menjadikan tanah sebagai suatu komoditas yang diperebutkan,

karena tanah merupakan faktor utama yang menjadi tumpuan segala

kegiatan yang beriansung di atasnya. Meningkatnya aktifitas dalam

penggunaan tanah, berakibat pula pada meningkatnya permasalahan

pertanahan yang terjadi. Permasalahan pertanahan tersebut harus



disikapi secara arif, karena tanah dapat menjadi faktor pendukung

sekaligus faktor penghambat bagi keberhasilan pembangunan. Dalam

kaitannya dengan semakin kompleks dan dinamisnya permasalahan

yang terkait dengan bidang pertanahan, maka jaminan akan

kebenaran tanda bukti hak atas tanah menjadi sangat penting, untuk

itu perlu adanya jaminan kepastian hukum.

Undang-undang Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1) menyatakan

bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 1 angka 1

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 menetapkan bahwa yang

dimaksudkan dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan

yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,

pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis,

dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, dan

satuan-satuan rumah susun , termasuk pemberian surat tanda bukti

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak

milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang

membebaninya.

Menurut Kurdinanto Sarah (2000:15), untuk mewujudkan

kondisi kepastian hukum yang berbasis pada kebenaran dan keadilan,

pendaftaran tanah dituntut mampu memberikan kepastian baik subyek



maupun obyek hak atas tanah. Kepastian subyek hak atas tanah

diperoleh melalui suatu proses penelitian yuridis terhadap alat-alat

bukti yang secara administratif mampu memberikan ajudikasi bahwa

subyek hak atas tanah yang terdaftar tersebut benar-benar pihak yang

berhak atas tanah yang bersangkutan. Sedangkan kepastian obyek

hak atas tanah dapat diperoleh melalui suatu proses kegiatan teknis

pengukuran dan pemetaan sehingga kepastian letak, batas-batas, luas

dan bentuk bidang tanah yang terdaftar dijamin kebenarannya.

Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, salah

satu syarat pokok untuk menjamin kepastian hak atas tanah adalah

adanya peta-peta yang dapat membuktikan letak, batas-batas, ukuran-

ukuran dan luas yang benar dan sah menurut hukum dan harus dapat

direkontruksi kembali di lapangan seperti keadaan semula.

Bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan dipetakan pada

peta pendaftaran tanah memiliki jaminan kepastian hukum yang

menyangkut obyek maupun subyek hak atas tanah. Kepastian subyek

hak atas tanah dapat dilihat dari daftar-daftar umum, dimana bidang-

bidang tanah yang terdaftar dicatat pada daftar umum. Sedangkan

kepastian obyek hak atas tanah antara lain dapat dilihat pada peta

pendaftaran. Selain itu, peta pendaftaran tanah memuat semua bidang

tanah yang ada di wilayah yang dipetakan, baik bidang tanah yang

dipunyai oleh seseorang, badan hukum maupun pemerintah dengan

sesuatu hak maupun bidang tanah lainnya.



Bambang Triono (1982:276) mengemukakan : Ciri khas peta-

peta pendaftaran adalah menonjolkan pemilikan tanah baik

perorangan, badan hukum maupun pemerintah serta tanah-tanah

Negara, yang berarti bahwa seluruh daerah dipetakan termasuk jalan,

rumah, sungai, pasar, sekolah dan lain sebagainya.ini berarti bahwa

dalam bidang horizontal peta-peta pendaftaran tanah menunjukkan

lokasinya pada skala besar dengan ketelitian yang memenuhi

persyaratan pendaftaran tanah, lengkap dengan tanda-tanda batasnya.

Ini berarti bahwa dalam bidang horizontal maka peta-peta

pendaftaran tanah itu menunjukkan lokasinya pada skala besar

dengan ketelitan yang memenuhi persyaratan pendaftaran tanah

hukum (recht kadaster), lengkap dengan tanda-tanda batasnya. Peta

pendaftaran tanah dibuat dengan skala 1 :1000, 1:2500 dan 1: 10000

sesuai dengan fungsinya sebagai pembukuan bidang-bidang tanah.

Adapun dalam sistem pemetaannya, peta pendaftaran tanah sudah

menggunakan sistem koordinat TM 3°.

Sejalan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan Badan

Pertanahan Nasional, Direktorat Jendral Pajak- juga melakukan

pendataan obyek dan subyek pajak terutama pengukuran bidang

obyek pajak melalui kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

Pengukuran bidang obyek pajak bumi dan bangunan penting

dilaksanakan, karena dengan kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh

data mengenai obyek dan subyek pajak secara teliti dan benar



terutama mengenai luas bidang tanah, letak tanah ataupun bangunan

yang menjadi obyek pajak. Kepastian obyek itu dapat dilihat pada peta

pajak bumi dan bangunan, ciri khas peta pajak bumi dan bangunan

adalah menonjolkan luas tanah yang diolah seseorang/badan

hukum/badan pemerintah otonom dan sebagainya dilengkapi dengan

penetapan kelas tanah untuk pemungutan pajak. Jelas bahwa dalam

bidang horizontal lokasi tanah-tanah ini dapat diperlihatkan pada lokasi

peta pajak bumi dan bangunan ini, hanya pada skala yang berbeda

dan memenuhi persyaratan untuk suatu kadaster-fiskal, bukan untuk

memenuhi sebuah kadaster hukum. Dalam hal skala, Peta Blok dibuat

dengan skala 1:2000 atau 1:2500 untuk sektor pedesaan, dan skala

1:1000 untuk daerah perkotaan atau skala yang lebih besar sesuai

dengan kebutuhan. Sedangkan sistem proyeksi koordinat yang

digunakan dalam peta blok oleh kantor PBB menggunakan sistem

proyeksi UTM (Kerjasama BPN dan UGM, 2003).

Merujuk pada dua dimensi utama tanah, yaitu nilai ekonomi

dan fungsi sosial, maka muncul setidaknya dua kategori pendaftaran

tanah, yaitu pendaftaran fiskal (fiscal cadastral) dan pendaftaran

kadaster/legal. Dari kedua pendaftaran tanah itu saja mulai adanya

penyimpangan arah yang bahkan sering beriawanan, karena sifatnya

yang memang beriawanan diantara keduanya. Yang pertama dikelola

oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) dan yang kedua

dikelola oleh Kantor Pertanahan. Yang pertama berpacu



mengumpulkan setoran pajak dengan nyata-nyata mengatakan bahwa

Surat Pajak Terhutang (SPT) bukanlah tanda bukti kepemilikan tanah,

yang berarti wajib pajak dituntut kewajibannya namun tidak otomatis

dinyatakan sebagai pemegang hak. Sedangkan yang kedua hanyalah

menyatakan pemegang hak atas tanah dengan legilitas sertipikat

sebagai tanda bukti hak wajib menggunakan atau tidak wajib

menggunakan sesuai sifat haknya beserta hak dan kewajiban

peralihan haknya (Bambang Santoso, 2004).

Namun demikian, dalam penyusunan suatu sistem yang

efektif dalam pendaftaran tanah dilakukan langkah yang taktis dan

praktis dimana salah satunya dalam hal penyediaan peta. Penyediaan

peta-peta sebenarnya sudah dilakukan oleh berbagai instansi

pemerintah lainnya, seperti Dinas PU, Dinas Tata Kota dan Bappeda,

namun peta yang dibuat oleh masing-masing instansi tersebut

memiliki maksud dan tujuan penggunaan yang berbeda antara satu

instansi dengan instansi lainnya. Pada dasarnya peta-peta ini dibuat

untuk memberikan gambaran secara detail mengenai wilayah maupun

bidang tanah sebagai satuan pemetaannya. Di antara peta-peta yang

dihasilkan oleh instansi-instansi pemerintah tersebut, maka peta

produk BPN dan kantor PBB memiliki kesamaan ditinjau dari segi

satuan pemetaannya, yaitu berbasiskan persil tanah (bidang tanah)

maupun dari segi tahapan identifikasi terhadap subyek hak yang

menguasai bidang tanah tersebut. Kesamaan dari hasil kedua



pemetaan itu seharusnya dikoordinasikan dan dapat dipergunakan

serba-guna oleh kedua instansi tersebut maupun instansi-instansi

lainnya yang memerlukan peta.

Sejalan dengan hal yang dikemukakan di atas, dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan

dan meningkatkan penerimaan Negara dari pajak bumi dan bangunan

agar lebih efisien dalam penggunaan dana, tenaga dan waktu, maka

perlu diwujudkan administrasi pertanahan yang tertib dan terpadu.

Untuk mencapai sasaran tersebut koordinasi dan kerjasama antara

Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak telah

dilaksanakan yang tertuang dalam surat keputusan bersama Nomor

SPK.9/1/1991 tentang peningkatan administrasi pertanahan
KEP-27/PJ.6/1991

dan Perpajakan (dapat dilihat pada lampiran 7). Dengan adanya

kerjasama ini maka diharapkan dapat dilakukan pertukaran data antara

BPN (khususnya kantor pertanahan kabupaten/kota) dan Direktorat

Jenderal Pajak (khususnya kantor pelayanan PBB) sesuai dengan

ketentuan di dalam pasal 1. Surat keputusan bersama tersebut antara

lain menyatakan bahwa BPN dan Direktorat Jenderal Pajak melakukan

kerjasama dalam hal kegiatan tukar menukar data pertanahan dengan

data perpajakan yang berupa peta dan daftar data lainnya yang

terdapat di intansi masing-masing baik pusat maupun di daerah.



Menurut Kepala BPN Lutfi I. Nasution (Kompas, 2003), untuk

pelaksanaan tugas membangun sistem informasi dan manajemen

pertanahan, BPN harus menyelesaikannya paling lambat 1 Agustus

2004. "Sementara menyusun norma-norma atau standardisasi

mekanisme ketatalaksanaan pelaksanaan sembilan kewenangan di

bidang pertanahan yang kini dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota,

BPN harus menyelesaikan dalam tiga bulan, atau sampai 31 Agustus

2003," Untuk melaksanakan pendataan tanah, BPN bekerja sama

dengan Dirjen Pajak.

Lebih jauh Lutfi mengatakan, .... "Benar, kami bekerja sama

dengan Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Ditjen Pajak, Departemen

Keuangan. Kami saling menyinkronkan dan memanfaatkan data.

Instansi PBB memiliki data fisik, sedangkan kami memiliki data

tekstual. Jadi, kami saling menunjang. Nanti sewaktu-waktu dapat

disinergikan". (Warta Ekonomi, 2004)

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada kurun waktu

tahun 1998-1999, dengan bantuan bank dunia telah melaksanakan

Proyek Ajudikasi Pertanahan (PAP). Salah satunya dilaksanakan di

Desa Sumberadi, yang merupakan bagian dari Kecamatan Mlati salah

satu Kecamatan di Kabupaten Sleman. Hasil dari PAP tersebut telah



banyak dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga

Kantor Pertanahan Sleman sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul: "PEMANFAATAN PETA

PENDAFTARAN TANAH UNTUK PENETAPAN NILAI PAJAK BUMJ

DAN BANGUNAN DI DESA SUMBERADI KECAMATAN MLATI

KABUPATEN SLEMAN"

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. apakah data dari peta pendaftaran tanah dapat dimanfaatkan

sebagai dasar penetapan nilai pajak bumi dan bangunan ?.

2. apakah ada perbedaan peta pendaftaran tanah yang dihasilkan

oleh Badan Pertanahan Nasional dengan Peta Blok yang dihasilkan

oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan ditinjau dari luas bidang

tanahnya dalam rangka penetapan nilai pajak bumi dan bangunan

di desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:
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a. untuk mengetahui manfaat peta pendaftaran tanah sebagai

dasar penetapan nilai pajak bumi dan bangunan

b. untuk mengetahui perbandinganluas obyekdan nilai penetapan

pajak bumi dan bangunan oleh kantor pelayanan PBB dengan

luas obyek serta nilai pajak bumi dan bangunan yang diperoleh

dari penghitungan luas dari nilai pajak berdasarkan data-data

yang diperoleh dari peta pendaftaran tanah.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitan ini diharapkan dapat berguna untuk:

a. untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat berguna

bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan

datang.

b. memberikan bahan informasi, masukan dan pertimbangan

kepada intansi terkait dalam rangka meningkatkan pelayanan

kepada masyarakatsehingga mempunyai dasar pemikiran yang

sama untuk mengambil suatu kebijakan yang dapat menunjang

program pemerintah.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab

sebelumnya mengenai kajian pemanfaatan peta pendaftaran tanah

untuk penetapan nilai pajak bumi dan bangunan, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Data yang termuat di dalam peta pendaftaran tanah dapat

dimanfaatkan untuk penetapan nilai pajak bumi dan bangunan,

khususnya dalam penetapan nilai pajak bumi, sedangkan data

menyangkut obyek bangunan tidak dapat diperoleh dari peta

pendaftaran tanah.

2. Pemanfaatan data-data pertanahan yang berasal dari peta

pendaftaran tanah telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman dalam rangka

pemutakhiran data untuk penetapan nilai pajak bumi dan

bangunan.

3. Perkembangan lanjutan dari pemanfaatan peta pendaftaran untuk

penetapan nilai pajak bumi dan bangunan sudah mulai bergeser,

dari yang awalnya memanfaatkan hampir seluruh data yang ada di

Deta Dendaftaran tanah. namun saat ini hanya data luas saja yang
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dimanfaatkan untuk penetapan nilai pajak bumi dan bangunan,

sedangkan data lain seperti bentuk bidang dan letak posisi bidang

tanah tidak dipakai lagi

4. Kerjasama yang erat antara BPN dan Kantor Pajak Bumi Bangunan

akan menghasilkan, antara lain :

a. Upaya pembaruan catatan data yang menjadi bagian instansi

PBB sehingga ukuran bidang tanah dapat disesuaikan dengan

ukuran yang tercantum dalam sertipikat, hal ini akan menambah

keyakinan masyarakat terhadap kedua instansi yaitu kantor

pajak dan lembaga pertanahan.

b. Membangun sistem pencatatan yang baik, hal ini akan

memberikan dasar bagi BPN untuk mengembangkan istem

biaya sertipikat bam yang memasukkan variable lain karena

kantor PBB terus beroperasi berdasarkan prinsip penggunaan

dan lokasi tanah.

B. SARAN

1. Data yang diperoleh melalui peta pendaftaran dan peta blok

memiliki suatui keterkaitan. Untuk itu perlu dibangun suatu sistem

informasi mengenai bidang tanah yang dirancang agar dapat saling

menunjang kebutuhan informasi antar instansi, sesuai dengan

kondisi data masing-masing serta memiliki kesinambungan dalam

Denaolahan data. Hal ini daDat dilakukan dennan menindaklaniuti
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Surat Keputusan Bersama yang telah disepakati antara BPN dan

Ditjen Pajak.

2. Pemanfaatan peta pendaftaran tanah yang sudah berjalan sejak

tahun 1999, hendaknya tetap pada koridor yang ada, dimana

memanfaatkan hampir semua data yang ada pada peta tesebut,

sehingga pada pemutakhiran data yang terbaru tidak akan

ditemukan lagi perbedaan yang berarti dalam bentuk bidang dan

penentuan lokasinya yang benar.

3. Pembuatan peta tunggal dalam rangka pemutakhiran data

pertanahan dan perpajakan perlu dipikirkan dalam bentuk

kerjasama selanjutnya, sehingga tidak ditemukan lagi adanya

pemborosan keuangan negara dalam hal pelaksanaan pengukuran

yang dilakukan sendiri-sendiri sebelumnya.
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